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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum (Soemitro 2003:1). Pajak merupakan salah satu kekuatan 
handal yang kita miliki untuk membangun kemandirian bangsa. Pajak telah 
menjadi organ penting keuangan negara yang menyuplai 78%  untuk APBN 2012 
(data pokok APBN 2006-2012). Arti penting dan kontribusi pajak bagi negara 
sebenarnya telah terbukti dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama hampir 
di seluruh dunia sejak masa kerajaan kuno hingga era modern sekarang ini. 
Bahkan Islam sebagai agama terbesar di dunia menjadikan zakat yang memiliki 
esensi dan fungsi yang hampir sama dengan pajak sebagai salah satu pilar yang 
harus kokoh ditegakkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. 
Ditengah krisis dan ketidak pastian perekonomian saat ini, pajak semakin menjadi 
tumpuan demi terciptanya pembiayaan negara yang mandiri. 
Kehidupan berbangsa dan bernegara sekali lagi diuji dengan tuntutan yang 
besar dalam penyediaan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan 
pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat 
sebagai komponen utama dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan bangsa. 
Dalam hidup bermasyarakat harus selalu kita perhatikan bahwa ada dua 
kepentingan yang saling berhadapan dan berdampingan, yaitu kepentingan 
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individu dan kepentingan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita wajib 
menyerasikan dan mengharmonisasikan kedua kepentingan tersebut sehingga 
terdapat keseimbangan yang wajar. Masyarakat mempunyai kepentingan, dan 
masing-masing individu juga mempunyai kepentingan yang kadang-kadang saling 
berhadapan. Pajak dapat berfungsi sebaga alat untuk menghadapi benturan 
kepentingan untuk dijadikan kepentingan bersama, dan menjadi tanggung jawab 
bersama pula. Bila tidak ada kepentingan bersama, tidak perlu ada pajak, dan di 
dalam masyarakat mana pun selalu ada kepentingan bersama. Maka salah satu 
jalan untuk memfasilitasi kepentingan bersama tersebut adalah dengan pajak. 
Pajak merupakan gejala sosial, dan pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika 
tidak ada masyarakat, tidak mungkin ada pajak. Sikap partisipatif masyarakat 
untuk peduli terhadap kondisi keuangan negara banyak bergantung pada 
kesadaran setiap individu, dan kesadaran ini dipengaruhi oleh pengertian tentang 
pajak. Informasi tentang  pajak harus selalu diberikan kepada masyarkat agar 
mereka tahu pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. 
Terlepas dari kegiatan pemerintah untuk menginformasikan pentingnya 
pembayaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, baru-baru ini banyak 
ditemukan kasus-kasus penyelewengan pajak yang terjadi di negara kita. Dari 
kasus-kasus ketelatan wajib pajak untuk membayar kewajibanya, hingga 
penggelapan dana pajak yang dilakukan sendiri oleh para petugas pajak. Tentu 
saja ini sangat merugikan negara karena penggelapannya milyaran. Beberapa 
contohnya adalah kasus penggegelapan pajak yang dilakukan oleh seorang mantan 
anggota Dirjen Pajak yang berinisial GT, GT terlibat kasus makelar pajak yang 
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sangat besar yaitu senilai lebih Rp. 25, belum reda kasus GT, ada lagi kasus 
serupa yang dilakukan oleh pegawai pajak berinisial DW, DW sekarang masih 
dalam pemeriksaan yang intensif oleh KPK dan diperkirakan kasus ini  menyaingi 
kasus terdahulu yang dilakukan oleh GT. Bahkan baru-baru ini dirjen pajak yang 
bekerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi menetapkan salah satu 
pegawai pajak yang berpangkat kepala seksi di kantor pelayanan pajak di sidoarjo, 
dalam kasus ini tersangka yang berinisial TH diduga menerima suap dari JG 
sebesar Rp285 juta (viva news.com). Dalam kasus ini sang penyuap yang 
berinisial JG juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Begitu banyak kasus 
yang terjadi pada perpajakan Indonesia anehnya kasus itu sebagian besar 
dilakukan sendiri oleh pegawai pajak dan kerugian yang dialami oleh negara juga 
tidak kecil. Pegawai yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan 
memberikan citra positif tapi kenyataanya malah mereka yang merusak citra 
perpajakan di indonesia 
Melihat kondisi yang sedemikian rupa nampaknya membuat banyak 
masyarakat akan malas untuk membayar pajak, karena pajak yang mereka bayar 
yang tujuan utamanya adalah pembiayaan bangsa untuk kemakmuran rakyatnya di 
gelapkan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu. 
Belum juga tuntasnya masalah pembangunan-pembangunan yang direncanakan 
oleh pemerintah dan masyarakat juga masih belum begitu merasakan atas apa 
yang telah mereka bayarkan, namun kenyataanya uang pajak justru banyak 
disalahgunakan dan digelapkan. 
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Negara kita adalah negara yang mengenal adanya ketuhanan yang maha 
esa, yang artinya adalah masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan atau 
dengan kata lain masyarkat Indonesia mempunyai agama sesuai dengan apa yang 
menjadi keyakinan mereka. Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas penduduk 
Indonesia.  
Dari penelitian terdahulu (Ika Alfi Nur Izza dan Ardi Hamzah) dalam 
Etika Penggelapan Pajak Menurut Agama Islam mengatakan bahwa menurut 
islam penggelapan pajak itu tidak beretika dari segi peraturan yang sudah dibuat 
oleh pemerintah, karena peraturan yang dibuat pemerintah tentang pajak sekarang 
mendekati sempurna. Namun islam juga mengatakan bahwa penggelapan pajak 
itu beretika di lihat dari kondisi sekarang, yaitu pembangunan masih banyak yang 
belum terealisasi padahal wajib pajak sudah membayar pajaknya , sehingga wajib 
pajak menganggap pembayaran pajak adalah sebuah pencurian. 
 Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 
“PANDANGAN ULAMA ISLAM DI JEPARA TENTANG 
PENGGELAPAN PAJAK” 
1.2 Ruang Lingkup Masalah 
Ruang lingkup masalah dalam penulisan ini adalah bidang pajak yaitu 
mengenai apa tanggapan ulama islam dengan adanya penggelapan dana-dana 
pajak yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab. Pada 
penelitian ini akan mengambil kasus pada Pandangan Ulama Islam Di Jepara 
Tentang. Dimana umat islam nantinya akan menjelaskan tentang penggelapan 
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pajak menurut apa yang mereka yakini dan apa yang sudah tercantum dalam Al-
Qur‟an dan Al-Hadits 
1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan ruang lingkup di atas bahwa peneliti dibatasi dalam hal 
pendapat mengenai penggelapan pajak perspektif ulama islam dijepara. 
Bagaimana tanggapan-tanggapan mengenai penggelapan pajak menurut ulama 
Islam ? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini berupaya untuk mengetahui, memahami dan memaknai suatu 
penggelapan pajak perspektif islam. Paradigma yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah paradigm interpretatif. Paradigma interpretatif lebih menekankan pada 
makna atau interpretasi seorang terhadap sebuah simbol. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode fenomenologi. Metode fenomenologi bertujuan 
memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat serta pengalaman yang 
dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006).  
1.5 Kegunaan Penelitian 
1. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengalaman dan ilmu serta 
memperluas wawasan. Terutama dalam pentingnya pajak dan menjadi 
sebuah peringatan agar tidak melakukan penggelapan pajak. 
2.  Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 
wawasan dan sebuah peringatan bagi pembaca tentang pajak. 
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3. Bagi perguruan tinggi, hasil dari penelitian ini dapat digunakan 
sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai pajak 
khususnya penggelapan pajak. 
1.6 Sistematika Penelitian 
Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Pada bagian ini berisi beberapa sub bab yang membahas tentang 
latar belakang, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian dan kegunaan penelitiian ini dilakukan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bagian ini penulis melandaskan teori untuk penelitiannya 
dengan terlebih dahulu membahas pengertian penggelapan, 
kemudian pajak, mulai dari pengertian pajak, karakteristik 
pajak, jenis pajak, fungsi pajak, pihak-pihak yang terkait dengan 
pajak, objek pajak, pendekatan terhadap pajak, pajak menurut 
islam, penggelapan pajak menurut islam. 
BAB III : METODE PENILITIAN 
Dalam bab ini, penulis menjelaskan metode penelitian yang 
digunakan untuk penulisan skripsi, beserta jenis dan sumber data 
yang dipakai serta metode pengumpulannya. Setelah itu penulis 
menjelaskan metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini. 
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BAB IV : PEMBAHASAN  
Dalam bab ini, penulis akan mulai membahas penelitianya dari, 
pendapat tentang pajak menurut beberapa umat muslim, dan 
pendapat tentang penggelapan pajak menurut umat muslim di 
Jepara serta solusi. 
BAB V : PENUTUP 
Akhir dalam laporan penelitian ini, penulis membuat 
kesimpulan dan memberi saran atas penelitiannya yang 
dilakukan.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Penggelapan 
Dalam kamus besar Indonesia definisi dari penggelapan adalah proses, 
cara, perbuatan menggelapkan. Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang 
penggelapan (verduistering), terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Di samping 
penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan tindak pidana 
lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu pasal 415 dan 417, tindak 
pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke 
dalam tindak pidana korupsi oleh UU no. 31 Th. 1999 dan UU no. 20 Th, 2001, 
oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang 
kejahatan jabatan XXVIII  Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat 
dalam pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut “Barang siapa dengan 
sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam 
karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” Rumusan itu 
disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti 
sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang 
sebenarnya. Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan 
secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti 
secara luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai 
membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Pada contoh seseorang dititipi 
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sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. 
Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 
temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinnya menjadi gelap atau tidak 
terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalah gunakan 
haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari 
haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau 
memegang sepeda itu. Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, 
jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht 
toe.igenen), sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik 
orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-
unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan 
penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk). 
2.2 Pengertian Pajak 
Pengertian  pajak menurut Undang-undang Nomor  28 tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai apa 
sebenarnya pajak itu. 
1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 
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(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”. Dijelaskan bahwa “dapat 
dipaksakan” berarti bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat 
ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, 
dan juga penyanderaan; terhadapa pembayaran pajak, tidak dapat 
ditunjukan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya didalam 
retribusi. 
Akan tetapi pendapat itu kemudian dikoreksi kembali. Di dalam 
bukunya yang berjudul I Pajak dan Pembangunan (1974), definisi 
tersebut diubah menjadi : “Pajak adalah peralihan pengeluaran rutin dan 
“surplusnya” digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 
utama untuk membiayai public investmen. 
2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja 
Dalam disertasinya yanmg berjudul “Pajak Berdasarkan Asas 
Gotong Royong” di Universitas Padjajaran, Bandung, tahun 1964, ia 
mendefinisikan pajak sebagai berikut: “ Pajak adalah iuran wajib, 
berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan 
jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” 
Penggunaan istilah iuran wajib dimaksudkan untuk memenuhi ciri 
bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib 
pajak. Dengan demikian perlu pula dihindari penggunaan istilah 
“paksaan”, terlebih lagi jika kewajiban tersebut dilaksanakan 
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berdasarkan undang-undang. Apabila kewajiban tersebut tidak 
dilaksanakan maka sebagai konsekuensinya undang-undang 
menunjukan cara pelaksanaan yang lain. Hal tersebut tidak hanya 
berlaku dalam hal pajak, melainkan juga hal-hal lainya, yang terutama 
dimaksudkan untuk memaksa. Menurut pendapatnya terlalu berlebihan 
apabila khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya paksaan itu. 
Disebut berlebihan sebab memberi kesan seakan-akan masyarakat tidak 
memiliki kesadaran untuk melakukan kewajibanya. Dalam 
pandanganya sudah cukuplah dengan mengatakan bahwa pajak 
merupakan “iuran wajib”. Dengan demikian tidak perlu diberi 
tambahan kata “yang dapat dipaksaan”. Sementara itu mengenai 
“kontraprestasi”, ia berpendapat bahwa justru untuk menyelenggarakan 
kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak. Kontraprestasi dalam hal ini 
adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan 
bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman, pembangunan, dan 
lainnya yang ditujukan bagi pembayar pajak selaku anggota 
masyarakat. 
3. Prof. PJA. Adriani 
Ia pernah menjabat Guru Besar Hukum Pajak pada universitas 
Amsterdam Belanda, Pimpinan International Bureau of Fiscal 
Documentation di Amsterdam. Menurutnya pengertian pajak adalah 
“iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
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mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan. 
Dari definisi Andriani Ono terlihat bahwa pajak dianggap sebagai 
pengertian yang merupakan spesies dari sebuah genus berupa pungutan. 
Dengan demikian ruang lingkup pungutan lebih luas daripada pajak. Di 
dalam definisi tersebut terlihat bahwa dia menekankan fungsi budgeter 
(keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak masih mempunyai fungsi 
lain yang juga sangat penting, yakni mengatur. 
2.3 Karakteristik Pajak 
Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 
dikatakan adanya beberapa cirri atau karakteristik pajak, yaitu sebagai berikut: 
a. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan 
pelaksanaanya. 
b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi yang dapat 
ditunjukkan secara langsung. 
c. Pemungutanya dapat dilakukan baik oleh pemerintahan pusat maupun 
pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah. 
d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, 
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dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public 
investment. 
e. Di samping mempunyai tugas fungsi sebagai alat untuk memasukkan 
dana dari rakyat kedalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga 
mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi mengatur. 
Kelima poin diatas merupakan karakteristik pajak. Karakteristik-
karakteristik tersebut dimaksudkan sebagai pembeda terhadap pungutan-pungutan 
lain selain pajak. 
2.4 Jenis-jenis Pajak 
Pajak dapat dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu. Pajak dapat 
dilihat dari segi administratif yuridis, titik-tolak pungutanya, berdasarkan sifatnya 
dan dapat pula dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutanya. 
2.4.1 Dari Segi Administratif Yuridis 
Penggolongan pajak dari sisi administratif yuridis menghasilkan apa 
yang sering dikenal sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa 
yang disebut pajak langsung maupun tak langsung itu juga dapat dilihat dari 
segi yang lain, misalnya ekonomi. 
a. Segi yuridis 
Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut 
secara periodik. Jadi berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut, dengan 
menggunakan penetapan sebagai dasar dan kohir. Sebagai contoh, 
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misalnya pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dipungut secara 
periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, dimana pemungutanya 
menggunakan penetapan lewat SPT. Adapun pajak tidak langsung 
dipungut secara incidental (tidak berulang-ulang) dan tidak menggunakan 
kohir. Jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sekali ketika terpenuhi 
tatbestand seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. 
Contoh pajak tidak langsung adalah Bea meterai atau pajak pertambahan 
nilai atas barang dan jasa. Dalam bea materai, pengenaan pajak hanya 
dilakukan terhadap dokumen. Ketika seseorang membuat dokumen itulah 
dikenakan pajak. Dalam pajak pertambahan nilai, pajak dikenakan apabila 
terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha 
kena pajak. Apabila  tidak terjadi penyerahan barang/jasa kena pajak maka 
tidak dikenakan pajak. 
b. Segi Ekonomis 
Suatu jenis pajak dikatakan pajak langsung apabila beban pajak tidak dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini pihak yang dikenai 
kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak adalah juga pihak yang 
benar-benar memikul beban pajak. Sebagai contoh, didalam pajak 
penghasilan, mereka yang menjadi wajib pajak adalah mereka yang benar-
benar membayar pajak atau memikul beban pajaknya. Adapun pajak tidak 
langsung adalah suatu jenis pajak dimana wajib pajak dapat mengalihkan 
beban pajaknya kepada orang lain. Dengan kata lain, mereka yang menjadi 
wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak merupakan 
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pihak yang berbeda. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Pajak ini 
dikenakan terhadap pengusaha kena pajak, yakni pengusaha yang dalam 
lingkungan kerjanya menyerahkan barang dan/atau jasa kena pajak. Disini 
yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha kena pajak itu sendiri, 
sedangkan yang benar-benar memikul beban pajaknya adalah konsumen 
yang membeli atau mengkonsumsi dan/atau jasa dari pengusaha tersebut. 
Dengan demikian sebenarnya dalam hal ini ada beberapa pihak, yaitu 
wajib pajak, penanggung pajak, dan pemikul pajak. Wajib pajak atau 
penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis 
diharuskan melunasi pajak, yaitu apabila padanya terdapat faktor-faktor 
atau kejadian-kejadian yang menimbulkan sebab (menurut undang-
undang) bagi dikenakanya pajak. Penanggung jawab pajak adalah orang 
yang dalam faktanya (dalam arti ekonomis) memikul dulu beban pajaknya. 
Yang terakhir adalah mereka yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang 
(belasting destinatris), yang juga dinamakan pemikul pajak, yakni orang 
yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak. 
Dalam contoh tersebut di atas, pengusaha kena pajak yang menyerahkan 
barang kena pajak atau jasa kena pajak bertindak sebagai penanggung 
jawab pajak. 
2.4.2 Berdasarkan Titik Tolak Pungutanya 
Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutan 
akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. 
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a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya berpangkat pada diri 
orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai 
dengan menetapkan orangnya, baru kemudian mencari syarat-syarat 
objeknya. Jadi dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah 
subjeknya (orang/badan) baru kemudian dicari objeknya. Di dalam pajak 
penghasilan, misalnya di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2000 
tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang 
pajak penghasilan ditentukan: 
Pasal 2 
1. Yang menjadi subjek pajak adalah: 
a. 1) orang pribadi; 
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,menggantikan 
yang berhak; 
b. Badan; 
c. Bentuk usaha tetap. 
Siapa saja yang dikategorikan sebagai subjek pajak sudah ditentukan, dan 
setelah mereka memenuhi syarat sebagai subjek kemudian dilihat apakah 
mereka mempunyai/memperoleh penghasilan yang memenuhi syarat untuk 
dikenai pajak. 
b.  Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaanya berpangkal pada objek yang 
dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. 
Jadi dalam hal ini pertama harus dilihat objeknya selain daripada benda 
dapat pula berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan, yakni yang 
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mengakibatkan perbuatan timbulnya membayar, kemudian baru dicari 
subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa 
mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak. 
Sebagai contoh, untuk hal ini dapat dlihat dalam pajak penghasilan (PPh). 
Di dalam pajak penghasilan dikenakan juga terhadap mereka yang berada 
atau berkedudukan di luar Indonesia yang memperoleh penghasilan dari 
Indonesia. Jadi yang digunakan sebagai titik pangkalnya adalah 
penghasilan (objek) yang diperoleh di Indonesia, baru kemudian dikenai 
subjeknya yang akan dikenai pajak. Contoh lainya adalah pajak bumi dan 
bangunan, dimana yang pertama kali ditentukan adalah objeknya (bumi 
dan bangunan) baru kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya. 
2.4.3 Berdasarkan Sifatnya 
Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang 
disebut pajak bersifat pribadi (persoonlijk) dan pajak kebendaan (zakelijk). 
Pembagian semacam itu kurang disetujui oleh Prof. PJA. Adriani dan Prof. 
Smeets dalam buku (Santoso Brotodiharjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum 
Pajak, op cit hal 90) sebagaimana lain pajak subjektif dan objektif, karena 
istilah pajak zakelijk dapat disalahartikan dan ditafsirkan bahwa seolah-olah 
dalam menetapkan pajak ini tidak mengindahkan sama sekali pribadi wajib 
pajak. Padahal dalam banyak hal keadaan wajib pajak turut berpengaruh, 
walaupun bersifat sekunder. 
a. Pajak yang bersifat pribadi (Persoonlijk), atau juga disebut perorangan, 
adalah pajak yang didalam penetapanya memperhatikan keadaan diri 
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serta keluarga wajib pajak. Dalam menentukan besarnya utang  pajak, 
keadaan dan kemampuan wajib pajak harus diperhatikan seperti halnya 
status wajib pajak (kawin/belum), jumlah tangguan, dan sebagainya. 
Singkatnya kemampuan bayar (ability to pay) atau sering kali disebut 
juga daya pikul wajib pajak itu sendiri. Ukuran-ukuran untuk 
menentukan kemampuan bayar atau daya pikul itu harus jelas, apakah 
sekedar dari jumlah penghasilan, jumlah tangguan, status kawin/belum, 
dan sebagainya. Hal ini akan dibicarakan dalam pembahasan mengenai 
asas pembagian beban pajak. Contoh pajak yang bersifat pribadi ini dapat 
dilihat di dalam pajak penghasilan. 
b. Pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang dipungut 
tanpa memperhatikan keadaan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak 
yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung. 
Sebagai contoh adalah bea materai. Dalam pajak jenis ini siapapun wajib 
pajaknya dan dalam keadaan bagaimanapun akan dikenakan pajak secara 
sama. Akan tetapi ada pula pajak yang pada umumnya dikategorikan 
sebagai pajak kebendaan yang dalam hal-hal tertentu masih 
memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Contohnya pajak bumi dan 
bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan ini umumnya dimasukkan ke 
dalam pajak yang bersifat kebendaan karena memang secara umum 
pengenaan pajaknya melihat kondisi objektif dari objek pajak. Namun 
dalam hal-hal tertenu wajib pajak dapat mengajukan permohonan 
pengurangan pajak, misalnya seorang pensiunan yang semata-mata hidup 
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dari uang pensiunnya. Demikian pula apabila terjadi bencana alam. 
Contoh jenis pajak lainya yang bersifat kebendaan adalah Pajak 
Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini dapat dilihat, misalnya, seseorang 
yang mempunyai kendaraan bermotor dengan merk, jenis, tahun 
pembuatan, besar silinder, dan spesifikasi yang sama dengan milik orang 
lain, tentunya akan dikenakan pajak yang sama, sekalipun dari sisi 
kemampuan pemiliiknya dan cara memperolehnya berbeda. 
 
2.4.4 Berdasarkan Kewenangan Pemungutanya 
Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutanya, pajak dapat 
digolongkan menjadi dua, yakni pajak dipungut oleh pemerintah pusat (pajak 
pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah). 
1. Pajak pusat yakni pajak yang kewenang pemungutanya berada pada 
pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), Pajak 
Penjualan atas barang mewah (PPn,BM), Bea Materai dan cukai. 
2. Pajak daerah yakni pajak yang kewenangan pemungutanya berada pada 
pemerintah daerah, baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah 
kabupaten/kota. Seperti ditentukan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 
tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah, disebutkan: 
Pasal 2:  
1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari: 
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a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 
permukaan 
2) Jenis pajak Kabupaten/kota terdiri dari: 
a. Pajak hotel 
b. Pajak restoran  
c. Pajak hiburan 
d. Pajak reklame 
e. Pajak penerangan jalan 
f. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C 
g. Pajak parkir 
Disamping yang telah disebutkan diatas masih dimungkinkan adanya 
pajak kabupaten atau kota yang lain asalkan memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh undang-undang. 
2.5 Fungsi Pajak 
Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi 
tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yakni fungsi 
budgeter (anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur) 
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1. Fungsi Anggaran 
Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan 
untuk memasukkan dan sebesar0besarnya kedalam kas negara. Dalam hal ini 
fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument penarik dana dari masyarakat 
untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian 
digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.  
Sejak 1983 Indonesia mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukkan 
dana alternative untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, 
sehingga sudah tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. 
2. Fungsi Mengatur 
Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari 
masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara sepeti di atas, pajak 
mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak 
digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang 
dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan 
pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar 
sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi 
mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak 
menguntungkan terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat 
negatife, apabila fungsi regulerend yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan 
itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan 
pajaknya kecil. Sebagai contoh adalah cukai minuman keras. Bila pemasukan 
dari cukai minuman keras sangat sedikit, yang mengindikasikan bahwa 
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masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras, maka hal itu 
disebut keberhasilan, sekalipun dari sisi budgeter tidak menguntungkan. 
Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah 
dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (sturen). 
2.6 Pihak – pihak yang Terkait dengan Pajak 
Dalam bidang pajak dikenal beberapa pihak yang saling berhubungan. 
Mereka adalah subjek pajak, wajib pajak, penanggung jawab pajak, fiskus. 
1. Subjek Pajak 
Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat 
subjektif undang-undang pajak penghasilan misalnya, menyebutkan bahwa 
subjek pajak dapat berupa orang, badan, warisan yang belum terbagi sebagai 
satu kesatuan, termasuk bentuk usaha tetap (permanent estabilishment). 
Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung hak dan 
kewajiban. Sementara itu pengertian badan memang agak berbeda dengan apa 
yang selama ini banyak dipahami dalam hukum keperdataan. Dalam hukum 
keperdataan, yang namanya badan sebagai subjek hukum haruslah berbadan 
hukum. Dalam hal ini yang dapat menjadi badan hukum adalah PT, yayasan, 
dan koperasi. Sementara itu dalam hal pajak yang dimaksud sebagai badan 
tidak selalu badan hukum. Bentuk CV, firma, kongsi, persekutuan, atau 
perkumpulan orang pun dapat menjadi badan. Bahkan dalam UU Nomor 28 
Tahun 2007 ditentukan sangat luas, yakni sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
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melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (pasal 1.3). Didalam pasal 4 
ayat (1) huruf O dari undang-undang Nomor 36 tahun 2008 ditentukan bahwa 
yang termasuk dalam pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak 
adalah iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
Dengan demikian perkumpulan dari mereka yang melakukan pekerjaan bebas 
seperti perkumpulan para dokter, pengacara, PPAT, akuntan publik dan 
sebagainya sepanjang menerima penghasilan anggotanya yang dikategorikan 
wajib pajak. 
Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan  yang menjadi subjek 
pajak merupakan subjek pajak yang menggantikan posisi pewaris. Apabila 
warisan itu telah dibagikan kepada ahli waris maka akan menyatu dengan 
harta ahli waris sehingga bukan lagi menjadi subjek pajak tersendiri. 
Bentuk usaha tetap juga dapat menjadi subjek pajak. Bentuk usaha 
tetap ini merupakan bentuk usaha yang secara tetap didirikan di Indonesia dan 
dimanfaatkan oleh orang/badan di luar negeri, seperti bengkel, pabrik, show 
room, manajemen, agen, dan sebagainya, yang merupakan suatu instrument 
untuk memenuhi kebutuhan usaha subjek hukum yang berada di luar negeri. 
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Untuk menjadi subjek pajak, syarat subjektif harus dipenuhi. Syarat yang 
melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti misalnya lahir di 
Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau didirikan di 
Indonesia, dan sebagainya. Atau, kalau tidak tinggal dan berkedudukan di 
Indonesia tetapi memiliki kekayaan di Indonesia atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dinilai potensial untuk dikenakan 
pajak, tetapi belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. 
2. Wajib Pajak 
berbeda dengan subjek pajak, wajib pajak mempunyai kewajiban 
untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memnuhi 
syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang 
berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sebagai contoh 
adalah seseorang yang tinggal di Indonesia yang memperoleh penghasilan 
dan penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Hal ini 
perlu diingat karena tidak semua penghasilan memenuhi syarat untuk 
dikenakan pajak, misalnya menyangkut besarnya penghasilan itu sendiri. Bila 
ternyata penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak maka 
orang yang mendapatkan penghasilan itu dapat dikatakan telah memenuhi 
syarat objektif sehingga wajib membayar pajak dan disebut wajib pajak. 
Demikian dengan pajak bumi dan bangunan, misalnya orang atau badan yang 
memiliki bumi dan/atau bangunan belum tentu menjadi orang wajib pajak 
karena harus dilihat bumi dan/atau bangunan tersebut memenuhi syarat untuk 
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dikenakan pajak. Bila ternyata bangunan tersebut memenuhi syarat untuk 
dikenakan pajak maka pemiliknya disebut wajib pajak. 
Di dalam ketentuan khususnya di dalam undang-undang Nomor 6 
Tahun 1983. Sebagaimana telah diubah beberapak kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, dimasukkan pula sebagai wajib pajak adalah orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undang perpajakan. 
Subjek pajak/wajib pajak itu menurut tempatnya dibedakan menjadi 
subjek pajak/wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Subjek pajak/wajib 
pajak dalam negeri adalah subjek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, 
berkedudukan, atau berdomisili di dalam negeri. Adapun subjek pajak/wajib 
pajak yang bertempat tinggal, berdomisili, atau berkedudukan di luar negeri, 
tetapi memiliki objek pajak didalam negeri. Pembedaan tersebut di dalam 
undang-undang tentang pajak penghasilan membawa konsekuensi pembedaan 
perlakuan. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak terhadap 
seluruh penghasilanya, dari manapun berasal dari penghasilan bersihnya 
dengan tarif progresif dan sekaligus dikenakan kewajiban untuk mengisi SPT 
(Surat Pemberitahuan). Adapun untuk subjek pajak/wajib pajak luar negeri 
dikenakan pajak terhadap penghasilan yang berasal dari dalam negeri saja 
(Indonesia), berdasarkan penghasilan kotor, dengan tarif proporsional, dan 
tidak diwajibkan untuk mengisi SPT. 
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3. Penanggung pajak 
Di samping subjek pajak dan wajib pajak, dalah hal pajak dikenal pula 
penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan 
hak dan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan perundang-undangan 
perpajakan (Pasal 1.28 UU KUTAP). Jadi mereka adalah orang atau pihak 
yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pajak. Dalam 
menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal: 
a. Badan oleh pengurus; 
b. Badan yang dinyatakan pailit 
c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi 
untuk melakukan pemberesan; 
d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator; 
e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 
pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalanya; atau 
f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam 
pengampunan oleh wali atau pengampunya (pasal 32 ayat (1) UU 
No. 28 Tahun 2007). 
Penanggung pajak kadang kala memang sekaligus wajib pajak itu 
sendiri. Misalnya, untuk wajib pajak orang pribadi selain sebagai wajib pajak, 
ia juga sekaligus penanggung jawab pajak. Artinya ia bertanggung jawab 
terhadapa apa yang mestinya dipenuhi dalam soal pajak yang wajib baginya. 
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Berbeda halnya untuk wajib pajak berupa badan seperti yang telah ditentukan 
dalam Pasal 33 UU KUTAP di atas. Perseroan Terbatas (PT), misalnya yang 
menjadi wajib pajak adalah PT tersebut, yakni badan hukumnya. Adapun 
penanggung jawab pajaknya adalah pihak tertentu yang menurut anggaran 
dasar/ anggaran dasar rumah tangga PT tersebut ditetapkan sebagai pihak 
yang bertanggung jawab mewakili PT, baik keluar maupun kedalam, dalam 
hal ini bisa direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas atau gabungan dari 
mereka. 
2.7 Objek Pajak 
Objek pajak (tatbestand) atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan 
sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang 
memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak : 
1. Keadaan 
Pajak dapat dikenakan terhadap suatu keadaan tertentu yang menurut 
undang-undang memang harus dikenakan pajak, sebagai contoh, misalnya 
dalam Pajak Penghasilan seseorang yang dalam keadaan memperoleh 
penghasilan dalam jumlah tertentu yang telah memenuhi syarat dapat 
dikenakan pajak. Jadi dalam hal ini adalah keadaan memperoleh 
penghasilan. Demikian pula kalau seseorang dalam keadaan memiliki 
kendaraan bermotor maka akan dikenakan pajak, yakni Pajak Kendaraan 
bermotor (PKB), dan seterusnya. Pendek kata, apabila seseorang dalam 
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keadaan tertentu memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-
undang dapat dikenakan pajak maka keadaan tersebut menjadi objek pajak. 
2. Peristiwa 
 Peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi 
objek pajak. Sebagai contoh peristiwa kematian. Peristiwa kematian 
sendiri dalam bidang hukum bisa dikatakan merupakan peristiwa perdata 
karena dengan adanya kematian maka status orang tersebut sebagai subjek 
hukum perdata menjadi hapus. Dengan adanya peristiwa kematian maka 
akan terbuka adanya warisan , yakni peralihan harta dari orang yang telah 
meninggal dunia (pewaris) kepada yang berhak menerima (ahli waris) 
Misalnya, seorang wajib pajak meninggal dunia dan meninggalkan 
warisan berupa tanah dan bangunan. Peristiwa kematian tersebut membuka 
adanya warisan. Terhadapa perolehan hak karena warisan itu dikenakan 
pajak berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 
Demikian pula yang diwariskan kendaraan bermotor maka kepada ahli 
warisnya akan dikenakan pajak berupa Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB). 
3. Perbuatan 
Perbuatan yang terjadi di dalam masyarakat juga dapat menjadi objek 
pajak apabila telah memenuhi syarat. Sebagai contoh perbuatan seseorang 
yang mengikat perjanjian pinjam-meminjam uang senilai lima juta rupiah, 
di mana perjanjian itu dibuat secara tertulis. Oleh karena itu ada perbuatan 
membuat perjanjian yang dituangkan ke dalam dokumen perjanjian yang 
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memuat nilai mata uang sejumlah itu maka dikenakan pajak berupa Bea 
Meterai. Memang tidak ada kewajiban dan keharusan bagi seseorang untuk 
membuat perjanjian tertulis. Artinya, sebenarnya masih ada kebebasan 
untuk memilih, apakah seseorang itu akan membuat perjanjian secara lisan 
atau tertulis. Akan tetapi dengan adanya kenyataa pembuat perjanjian lebih 
mantap dan yakin dengan menuangkan perjanjian yan diikat ke dalam 
dokumen (tertulis) maka perbuatan dengan membuat dokumen yang 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 13 Tahun 
1985 Tentang Bea Meterai itu kemudian dapat dikenakan pajak berupa bea 
meterai. Jadi sebenarnya bukan merupakan pembuatan perjanjian semata-
mata, melainkan karena perjanjian itu dibuat/dituangkan di dalam sebuah 
dokumen tertulis maka baru dapat dikatan memenuhi syarat untuk 
dikenakan pajak. Contoh lainya adalah perbuatan penyerahan barang kena 
pajak dilingkungan pekerjaan dari pengusaha kena pajak yang dikenakan 
PPN. 
2.8 Pendekatan Terhadap Pajak 
sebagai suatu fenomena yang ada di masyarakat, pajak dapat didekati dari 
berbagai segi, misalnya dari segi sosiologi, politik, ekonomi, hukum dan 
sebagainya. Pendekatan dari segi yang berbeda-beda ini memberikan corak 
tertentu terhadapa pajak. Bagian ini membahas pendekatan dari segi hukum, 
ekonomi, financial, dan pembangunan. 
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2.8.1 Pajak Ditinjau dari Segi Hukum 
Rochmat Soemitro 1992, dalam bukunya Asas dan Dasar Perpajakan I, 
op.cit. hal.51. Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai 
perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang 
mewajibkan seseorang memenuhi syarat (tatbestand) yang ditentukan dalam 
undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara 
(masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapatkan imbalan 
yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. 
Dari pandangan tersebut dapat dilihat beberapa hal di dalamnya : 
1. Bahwa pajak merupakan sebuah perikatan; 
2. Perikatan itu mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat subjek 
dan syarat objek; 
3. Syarat itu ditentukan dalam undang-undang; 
4. Kewajiban itu ialah untuk membayar sejumlah uang kepada negara; 
5. Pembayaran tersebut dapat dipaksakan; 
6. Pembayaran tersebut tanpa kontraprestasi langsung; 
7. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 
2.8.2 Pajak Ditinjau dari Segi Ekonomi 
Dilihat dari segi ekonomi, pajak dapat dilihat dari sisi mikroekonomi 
maupun makroekonomi. Dikatakan oleh (Rochmat Soemitro 1992), bahwa: 
dari segi mikroekonomi mengurangi income individu, mengurangi daya beli 
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seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib 
pajak. Dari segi makroekonomi, pajak merupakan income bagi masyarakat 
(negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak. 
2.8.3 Pajak Ditinjau dari Segi Finansial 
Tinjauan dari segi finansial, pajak menekankan pada seberapa besar 
hasil pemasukan pajak bagi keuangan negara. Sebagai sebuah sumber 
pemasukan bagi kas negara, pajak mempunyai arti yang begitu penting. Jika 
dicermati, proporsi hasil uang pajak ini bagi keuangan negara cenderung 
semakin besar, sekalipun harus diakui bahwa kemungkinan masih ada tax 
loss. Jika pajak sejak adanya pembaharuan perpajakan nasional diposisikan 
untuk menggantikan posisi sumber pemasukan bagi anggaran negara yang 
bersumber dari minyak dan gas bumi maka posisi ini tampaknya semakin 
lama akan semakin menguat. Bahkan apabila dilihat dari APBN , penerimaan 
dalam negeri (penerimaan rutin) terdapat pembagian ke dalam penerimaan 
pajak dan penerimaan negara bukan pajak. 
 2.8.4 Pajak Ditinjau dari segi Pembangunan 
Pembangunan dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan yang 
disengaja, dan bahakan diupayakan, perubahan yang menuju kepada suatu 
keadaan dan tatanan kehidupan yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. 
Dengan demikian memang diperlukan serangkaian upaya bagi 
berlangsunganya pembangunan. Pembangunan dapat dan harus dilakukan 
secara merata dan menyeluruh. Merata dalam arti menyentuh kehidupan dan 
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dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dirasakan oleh 
kalangan masyarakat dalam dari kelompok menentu. Menyeluruh berarti 
meliputi semua bidang yang berguna bagi peningkatan mutu kehidupan dan 
penghidupan, serta membawa kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
2.9 Pajak Menurut Islam 
Allah Subhanahu wa Ta‟ala tidak membiarkan manusia saling menzhalimi 
satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim 
atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya. Kezhaliman dengan berbagai 
ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun temurun dari generasi ke 
generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 
“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak 
peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang 
haram”[H.R.Bukharikitab.Al-Buyu:7]. 
Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah 
diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara 
umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk 
kemaslahatan dan kebutuhan bersama.  
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2.9.1 Definisi Pajak Menurut Islam 
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama  عُ لْ عُ لْا  (Al-Usyr)  
atau  عُ لْ مَ لْا  (Al-Maks), atau bisa juga disebut  عُةمَبلْي ِ َّضا(Adh-Dharibah), yang 
artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” 
 Atau suatu ketika bisa disebut  عُج مَ مَخلْا (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa 
digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara 
khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut  ِ لْ مَ لْا  عُ ِا مَ  (Shahibul Maks) 
atau  عُا َّ مَ لْا  (Al-Asysyar).  
Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang 
dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan 
umum” 
2.9.2 Penggelapan Pajak Menurut Islam 
Dalam makna kata penggelapan bisa di definisikan atau dimaknai  
sebagai korupsi, penyelewengan,  dan lain-lain. Alqur‟an sebagai Kitab Suci 
Umat Islam sangat menentang, mengutuk bahkan mengharamkan tindak 
korupsi, karena Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan dalam 
bentuk pengkhianatan, penyelewengan, mengambil harta orang lain dengan 
cara tidak benar serta segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Dan 
perlu dicatat bahwa Alqur‟an hadir adalah untuk memerintahkan amar ma‟ruf 
nahi munkar. Tindak korupsi, suap menyuap dan perbuatan yang merugikan 
orang lain adalah perbuatan munkar yang harus dicegah dan diberantas. Di 
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antara ayat-ayat alqur‟an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan 
tersebut adalah : 
1. QS Ali Imran : 161 :  
      
     
     
      
    
Tidak sesorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. 
Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari 
kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian 
tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang mereka kerjakan 
dengan (pembalasan ) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. 
2, QS Al-Baqoroh:188: 
   
  
   
   
   
   
    
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Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara 
kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta 
benda orang lain itu (dengan jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. 
Selain dari dua ayat tersebut , juga dapat dipahami pula dari (QS Al-
Baqoroh: 42); 
   
  
       
dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. 
QS Al-Nisa‟ :29 
    
   
    
      
     
       
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
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Selain dari ayat-ayat suci Al-Qur‟an tersebut ada juga hadits yang lebih 
menguatkan bahwa islam benar-benar melarang orang melakukan tindakan 
yang nantinya akan merugikan banyak orang.  
Dalam kitab-kitab hadis, beberapa istilah yang sering diidentikkan atau 
memiliki kedekatan arti dengan korupsi antara lain: Ghulul dan risywah. 
Ghulul adalah bentuk korupsi yang sangat popular, Ghulul merupakan istilah 
yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis-hadisnya 
terkait dengan perilaku korupsi atau penggelapan harta publik. Ghulul adalah 
isim masdar dari kata ghalla ya ghullu ghallan wa ghullun. Artinya, Akhdzu 
al-syai wa dassabu fi mata‟hi” (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya 
dalam hartanya). Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan ghullul dengan “ ma 
yu‟khazu min alghanimati khafiyyatan qabla qismatika (apa saja yang diambil 
dari barang rampasan perang secara sembunyi-sembunyi sebelum 
pembagian). Ada juga pendapat yang hampir sama bahwa ghulul dimaknai 
“akhdzu al syai wa dassahu fi mata‟ibi” (pengkhianatan dalam hal harta 
rampasan perang). Semula ghulul merupakan istilah khusus bagi penggelapan 
harta rampasan perang sebelum dibagikan secara transparan. Definisi di atas 
menunjukkan bahwa ghulul terjadi pada penggelapan harta rampasan perang. 
Hal ini sejalan dengan makna Q.S Ali Imran: 161 dan sejumlah hadis tentang 
ghulul. Kendati demikian, melihat beberapa hadis lainnya, ghulul juga terjadi 
pada kasus pegawai/pejabat yang ada di indonesia yang mengambil sesuatu di 
luar haknya yang diatur secara resmi. Pejabat yang menerima hadiah dari 
pihak tertentu terkait dengan tugasnya, dan orang yang mengambil tanah 
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orang lain yang bukan haknya. Dengan melihat unsur-unsur yang 
melingkupinya, cakupan makna ghulul bisa diperluas, dikembangkan hingga 
ke istilah korupsi dalam berbagai bentuknya yang kini semakin canggih 
modus operandi-nya dan menjadi duri dalam kehidupan masyarakat. 
Banyak sekali kasus korupsi atau suap yang menimpa pejabat publik 
Indonesia mulai dari kasus-kasus kecil hingga kasus besar. Beberapa tindakan 
berikut dapat dikategorikan sebagai ghulul, misalnya: pejabat/ pegawai yang 
menggunakan fasilitas negara/publik untuk kepentingan pribadi atau 
kelompoknya, pejabat pengadaan barang yang me-mark up 
(menggelembungkan) biaya pembelian dari yang seharusnya, pegawai parkir 
yang tidak menyerahkan seluruh pendapatan parkir kepada yang berwenang, 
petugas pajak yang kongkalikong dengan wajib pajak dan mengajari 
bagaimana memperkecil tagihan pajak sembari menerima “hadiah” dari wajib 
pajak tersebut, pejabat yang tidak mengembalikan sarana dinas (kendaraan, 
rumah dan lain-lain) setelah tidak menjabat lagi. Bahkan, sering kali 
diberitakan seorang pejabat/pegawai ketika masih menjabat dikenal bersih, 
ternyata setelah berakhir masa tugas, diketahui telah menggelapkan kekayaan 
negara atau publik. 
Hadiah bagi pejabat/pemegang kebijakan termasuk ghulul. Jika dalam 
menjalankan tugas atau jika terkait dengan tugasnya, seseorang yang 
memiliki jabatan atau mempunyai wewenang tertentu diberi hadiah oleh 
pihak lain dengan harapan pejabat tersebut dapat memberi kemudahan 
tertentu atau memberi keringanan tertentu atas suatu tuntutan, maka hadiah 
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yang demikian dikategorikan sebagai ghulul (korupsi). Hal ini dapat dipahami 
secara logis, sebab hadiah, tips, bingkisan atau parcel tersebut, sedikit atau 
banyak mempengaruhi kebijakan dan keputusannya sebagai pejabat/pegawai. 
Contoh yang paling nyata adalah pegawai/pejabat tingkat atas yang mendapat 
bingkisan/hadiah tertentu dari bawahannya demi memperoleh keuntungan 
tertentu. Tindakan demikian dapat merusak sistem yang dilandaskan pada 
asas keadilan dan kejujuran dan tentu akan merugikan kepentingan umum. 
Terkait hadiah bagi para pejabat atau pegawai publik, Rasulullah saw. 
bersabda: 
“Sesungguhnya Rasulullah saw. mengangkat seorang pegawai. Ketika 
selesai dari pekerjaannya, dia mendatangi Rasulullah saw. dan berkata: Wahai 
Rasulullah saw. ini untukmu (untuk baitul mal) dan ini dihadiahkan untukku. 
Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya: tidakkah engkau duduk 
dirumah ayah ibumu, lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau 
tidak? Rasulullah saw. Pun menyampaikan khutbah malam hari setelah shalat. 
Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-
Nya, lalu ia berkata: bagaimana perilaku seorang pegawai yang kami anggap 
lalu dia datang kepadaku kemudian dia mengucapkan: “Ini hasil dari 
pekerjaan yang engkau berikan dan dihadiahkan kepadaku”. Tidakkah dia 
duduk (saja) dirumah ayah-ibunya lalu ia tunggu apakah ia diberi hadiah atau 
tidak? Demi Allah, Zat yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya, 
setiap orang yang melakukan ghulul (korupsi), pasti dia akan datang pada hari 
kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi dilehernya. Jika yang 
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dukorup unta maka ia akan membawanya dengan bersuara, sungguh aku telah 
menyampaikan (peringatan ini). Abu Humaid berkata kemudian Rasulullah 
saw. mengangkat tangannya sampai kami melihat bulu ketiaknya. Abu 
Humaid mengatakan bahwa Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku, 
maka tanyakanlah kepadanya. (Bukhari, Shahih Bukhari: kitab al-aiman wa al 
nudzur, no. hadis 6145.) 
Hadits diatas jika dikaitkan atau diterapkan dengan  pejabat masa kini, 
tentu penjara akan penuh. Tentunya karena dalam kenyataanya banyak 
pejabat yang menerima hadiah dan itu yang menurut  Rasulullah saw. disebut 
ghulul. Betapa banyak pejabat yang menjadi kaya mendadak tidak lama 
setelah menduduki posisi tertentu, sementara gajinya yang kecil jika 
berlipatlipat pun belum tentu setara dengan jumlah kekayaan atau fasilitas 
yang dimiliki, bila hadis di atas berlaku secara ketat, korupsi dan suap akan 
bisa dicegah lebih dini. Dalam bahasa yang singkat dan lugas, Rasulullah 
saw. menegaskan: 
Ishaq ibn Isa telah menceritakan hadis kepada kami, Isma‟il ibn Ayyasy 
telah menceritakan hadis kepada kami, dari Yahya ibn Sa‟id, dari Urwah ibn 
al-Zubair, dari Abi Humaid al-Sa‟idi, ia berkata bahwa Rasulullah saw. .. 
Berabda: “Hadiah yang diterima pra pejabat/pemegang kebijakan adalah 
ghulul (korupsi).”( Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, no. hadis 22495) 
Pernyataan “Hadiah bagi pejabat adalah korupsi” tersebut perlu 
disosialisasikan di kantor-kantor pelayanan umum, departemen-departemen 
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pemerintah, kantor kepolisian, imigrasi, bea cukai, dan sebagainya dengan 
menggunakan berbagai media kampanye. Pasalnya, para pejabat tersebut 
sudah mendapatkan gaji/upah untuk pekerjaan yang dilakukannya secara 
rutin. Mereka digaji memang untuk melaksanakan tugasnya tanpa 
mengharapkan imbalan/hadiah dari masyarakat yang sedang berurusan. 
Mentalitas pegawai/pejabat yang baru bekerja setelah mendapat hadiah “uang 
pelicin” dari pengguna jasa adalah bentuk korupsi yang sangat nyata. Muncul 
pernyataan, apakah seorang yang benar-benar beriman akan ikut melestarikan 
budaya uang pelicin tersebut? Hadis di atas dikuatkan oleh banyak hadis. 
Salah satunya adalah: 
Zaid bin Akhzam Abu Thalib telah menceritakan hadis kepada kami, 
Abu „Ashim telah menceritakan kepada kami, dari Abd Al-Warits ibn Sa‟id 
dari Husain al- Mu‟alim, dari Abdullah ibn Buraidah, dari bapaknya, dari 
Nabi. Beliau bersabda: “siapa saja yang telah kami angkat untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan/jabatan kemudian kami telah memberikan gaji, maka sesuatu 
yang diterima di luar gajinya yang sah adalah ghulul (korupsi).”23 
Hadis di atas berupaya memberikan pencegahan sebelum terjadi 
kerusakan sistem akibat hadiah dan bingkisan bagi pejabat atau pegawai yang 
mengurusi suatu tugas terkait urusan publik. Pejabat/pegawai yang telah 
mendapatkan gaji/pendapatan resmi dan sah sesuai dengan aturan yang 
berlaku, tidak diperkenankan menerima hadiah dari pihak-pihak lain yang 
sangat mungkin memiliki kepentingan tertentu yang menguntungkan satu 
pihak dan merugikan pihak lain. 
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Dari hadis di atas pula, dapat dikembangkan apa yang kini 
dikembangkan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat suatu 
posisi. Artinya, siapa saja yang mengaku suatu jabatan diminta menyerahkan 
daftar kekayaan secara jujur kepada pihak berwenang. Daftar tersebut 
menjadi bahan pertimbangan untuk menerima atau tidak pertanggungjawaban 
pejabat tersebut ketika purnatugas. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 
sebuah penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah 
dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting, 
kompleks dan rinci. Nantinya pendekatan kualitatif ini akan menyajikan sebuah 
informasi yang jelas. 
3.1 Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek. 
Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 
pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang 
yang menjadi subyek penelitian (responden). Data subyek, merupakan 
data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual 
atau secara kelompok. 
b. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh melalui interview atau 
wawancara, untuk memperoleh informasi yang detail dari narasumber 
yang kompeten terhadap permasalahan yang diangkat narasumber 
dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema. 
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Data sekunder diperoleh melalui sumber kepustakaan atau studi pustaka 
(buku, jurnal, artikel, makalah, internet, dan literature lainnya. 
3.2 Informan dan Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan pada beberapa informan yang memahami 
mengenai pajak dan agama di Jepara dengan cara wawancara. Obyek analisis pada 
penelitian ini adalah realitas instituisi di masyarakat sebagai sebuah komunitas 
yang didalamnya terdapat interaksi antara individu dan struktur. Informan yang 
dipilih dalam penlitian ini adalah seseorang yang memahami mengenai pajak dan 
agama. Dalam hal ini, para pemimpin agama yang mempunyai pendidikan cukup 
tinggi dan memahami mengenai pajak di Kabupaten Jepara. Identitas Informan 
yang digunakan hanya inisial untuk menggantikan nama informan yang 
sebenarnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. 
Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai 
situasi. 
3.3 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Analisis kualitatif 
Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak memerlukan 
pengujian secara matematik statistik, tetapi hanya dianalisis berdasarkan 
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pendapat peneliti. Peneliti menguraikan data dengan cara memberikan 
pengertian, penjelasan dan penafsiran pada data yang dianalisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 
Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara, 
apalagi pada negara-negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia, pajak 
sangat penting untuk diterapkan, pajak sendiri adalah iuran wajib yang harus 
dibayar oleh wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak 
sesuai dengan peraturan kepada negaranya. Pajak itu pun sendiri nantinya akan 
digunakan sebagai pembiayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan insifikasi telah 
dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini 
membawa pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang 
berkaitan dengan pajak. Namun sebenarnya didalam islam sendiri hukum pajak 
masih banyak diperdebatkan. Pendapat mengenai pajak  diungkapkan oleh Bapak 
Ms ( seorang dosen dan merupakan salah satu pengurus MUI di Jepara) bahwa : 
“ Secara  umum pajak atau tax adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh 
wajib pajak kepada pemerintah yang sah” 
Pendapat yang senada di ungkapkan oleh Bapak A ( seorang pimpinan 
salah satu ormas islam (A) di Jepara) bahwa : 
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“ pajak itu merupakan kewajiban bagi warga negara Republik 
Indonesia, karena bagaimanapun pemerintahan tanpa adanya pajak tidak 
akan berjalan” 
Secara umum memang pajak adalah sesuatu yang wajib dilakukan / 
dibayarkan oleh seorang warga negara yang sudah sesuai dengan persyaratanya 
sebagai wajib pajak. Pajak memiliki arti sangat penting bagi kelangsungan hidup 
masyarakat dan negara. Bagi pemerintah, pajak merupakan perpanjangan tangan 
yang efektif untuk memaksa masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan. Bagi masyarakat sendiri, pajak adalah sarana konkrit untuk 
berkontribusi terhadap negara sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dan 
negara dapat terakselerasi. Arti penting ini telah membuat pajak memiliki peran 
dan kontribusi sangat signifikan tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga 
diluar aspek ekonomi. Sesuai dengan fungsi anggaranya pajak menjadi organ 
penting pemerintahan dalam menyuplai APBN. Namun seorang muslim Bapak 
A.S ( seorang pimpinan ormas islam (B) di jepara mengungkapkan bahwa : 
” Dalam islam kalimat pajak itu tidak ada , ada yang disebut dengan zakat 
(zakat mal dan zakat fitrah) itu yang menjadi kewajiban setiap muslim, 
pajak itu bagian dari negara modern yang muncul dari barat, didalam islam 
sendiri mengajarkan kita tentang zakat “ 
Memang ada beberapa surat ataupun dalil yang mengharamkan adanya 
pungutan lain selain pajak, beberapa suratnya adalah: 
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 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Nisa 29) 
Adapun dalil secara khusus yang menjelaskan keharaman pajak dan 
ancaman bagi para penariknya di antaranya bahwa Rosulullah Shallallahu alaihi 
wa sallam bersabda. “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” 
[HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7] 
pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Ms ( seorang ulama dan 
pengurus MUI jepara) bahwa : 
“ Pajak dalam perspektif islam disebut dengan kharj atau upeti saat itu, 
memang dalam kontek sejarah pajak sudah ada pada masa nabi, memang 
ada benang merah antara pajak dan zakat. Kalau pajak iuran wajib yang 
dibayarkan oleh wajib pajak sebatas pada inayah pemenuhan kapasitasnya 
sebagai warga masyarakat terhadap negaranya, itu wajib Du’ani wajib 
menurut negara, bukan berarti tanpa imbalan pahala, pajakpun kalau 
ditepati akan mendapat pahala sebagai kepatuhan warga negara terhadap 
negara”  
Pendapat yang senada diungkapakan juga oleh bapak M (seorang ulama‟ 
yang juga menjabat sebagai pimpinan di salah satu wilayah) 
“ Semua yang ada didaratan dan dilautan itu kepunyaan negara, apabila 
negara itu mempunyai peraturan-peraturan ya kita sebagai orang Indonesia 
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sekaligus umat muslim kita harus menaatinya, seperti firman Allah SWT 
Ati’ullaha wa ati’urosul taat karo Allah Yo taat karo utusane Allah, lha taat 
karo utusane Allah yo biso ditambahi maneh Al ulama’ warossatul amri 
ulama’ iku warisane nabi “ 
Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak M, Hadits yang 
dikatakan oleh Ibnu Abbas ra. Berkata: 
“Firman Allah : Athi‟ullaha wa athi‟ur rasula wa ulil amri minkum= taatilah Allah 
dan taatilah Rosul dan ulil amri kamu, diturunkan mengenai Abdullah Ibn 
Hudzafah ibn Qais ibn Ady yaitu ketika Nabi mengutusnya membawa sepasukan 
tentara.” (Al Bukhary 64: 4: 11; Muslim 33: 8; Al Lu‟lu-u wal Marjan 2:287). 
Dan diperkuat dengan adanya hadits yang terangkan oleh Abu Hurairah ra; 
“Bahwasanya Rosulullah bersabda:Barangsiapa menaati aku, maka sungguh dia 
telah menaati Allah, Dan barangsiapa mendurhakai aku, maka sungguhlah dia 
telah mendurhakai Allah. Dan barangsiapa menaati amirku, maka sungguhlah dia 
telah menaati aku. Dan barang siapa mendurhakai amirku, maka sungguhlah dia 
telah mendurhakai aku.” (Al Bukhary 3: 1; Muslim 33: 6; Al lu‟lu-u wal Marjan 
2:287) 
Namun sebagai peringatan bahwa hadits-hadits ini mewajibkan kita 
menaati para penguasa selama yang diperintahkan itu tidak merupakan 
kemaksiatan kepada Allah. Dan melarang kita melawan mereka selama mereka 
belum mengerjakan perbuatan yang mungkar. Dalam konteks ini perlu kita 
ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita membayar pajak 
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adalah hal yang baik dan perlu kita dukung sekaligus taati karena manfaat dari 
pajak itu sendiri nantinya juga demi kemaslahatan masyarakat semua. 
Beberapa pendapat diatas adalah sebagai contoh, Ulama berbeda pendapat 
terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas 
fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas 
harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan 
bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain 
ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. 
Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177 yang artinya: 
“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
diantaranya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 
(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan 
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 
sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” QS. Dan bukti-bukti 
lainnya yang tercantum dalam beberaapa surat ; Al-An‟am: 141; Al-Ma‟un: 4-7; 
Al-Maidah: 2; Al-Isra‟: 26; An-Nisa‟: 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan 
tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang 
wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya 
keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa 
50 
 
 
 
pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn 
al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-
lain. 
Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, 
alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 
mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu 
tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan mencegah 
kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Oleh karena itu pajak tidak boleh 
dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada 
kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa 
aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para 
tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang 
merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara 
berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat): 
1. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan 
dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan 
pajak. 
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara 
mereka yang wajib membayarnya. 
Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak 
menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, 
yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil 
adalah apabila memenuhi tiga kriteria: 
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1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengekuaran yang benar-benar 
diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah. 
2.  Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan 
rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap 
semua orang yang mampu membayar. 
3.  Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang 
karenanya pajak diwajibkan. 
Sebelum adanya reformasi perpajakan, system pemungutan pajak yang 
dilakukan di Indonesia adalah official Assessment System yaitu suatu system 
pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintahan untuk 
menghitung atau menentukan jumlah pajak terutang dan menagihkan kepada 
wajib pajak. Guna membangun system yang konstruktif dalam perpajakan 
nasional melalaui reformasi perpajakan tahun 1983 telah dilakukan perubahan 
mendasar atas system pemungutan pajak menjadi Self Assessment System dan 
Witholding System . 
Latar belakang pemerintah melakukan perubahan dalam system 
perpajakan dari official Assessment System ke Self Assessment System adalah 
karena tidak mungkin dengan jumlah aparat pajak yang terbatas harus mendata 
dan mengawasi langsung setiap wajib pajak yang jumlahnya tentu sangat banyak, 
pemerintah ingin melibatkan masyarakat secara aktif dalam system perpajakan 
dengan menghitung pajaknya sendiri, pemerintah juga ingin mengurangi 
penyelundupan pajak berupa kolusi antara oknum petugas pajak dengan wajib 
pajak. Adanya system yang konstruktif ini membawa manfaat bagi WP. Namun 
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tidak semua menganggap system ini baik untuk dijalankan pada saat ini, karena 
masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Bapak AS 
mengatakan bahwa: 
“Memang pembayaran pajak urusan pemerintah, tapi seharusnya yang 
proaktif pemerintah jangan menunggu dari rakyat untuk sukarela 
mengeluarkan pajak, kalau serba menunggu ya tidak sesuai dengan 
harapan“ 
Memang tidak ada yang sempurna dari sistem-sistem yang diterapkan 
pemerintah dalam pemungutan pajak tetapi dengan system baru yang diterapkan 
pemerintah Self Assessment System seharusnya kita juga ikut membantu agar 
sistem ini berhasil masih diperlukan kesadaran dan kejujuran yang tinggi bagi 
wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, kejujuran dari wajib pajak sangat 
dibutuhkan dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) serta diikuti peran aktif 
pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Kejujuran juga 
tercipta jika didukung oleh system perpajakan dan iklim perpajakan yang baik. 
pajak dianggap suatu biaya yang harus dibayar. Banyak wajib pajak 
pribadi maupun wajib pajak badan menganggap bahwa pajak merupakan sesuatu 
hal yang sangat memberatkan dan harus dihindari. Upaya menghindari diri dari 
pajak dapat di kategorikan dalam tiga tipe perilaku. Tipe pertama adalah 
penghindaran pajak dengan cara legal (tax avoidance). Wajib pajak berusaha 
mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan 
peraturan mengenai perpajakan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah 
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pajak yang dibayar adalah legal dan tidak menyalahi peraturan yang ada. Tipe 
kedua, adalah penghindaran pajak secara illegal (tax evasion). wajib pajak dengan 
sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilanya yang 
semestinya kena pajak. Tindakan demikian dapat dikenai hukuman. Tipe ketiga, 
adalah penunggakan pembayaran pajak (tax arrearage). Penunggakan pajak 
karena memang tidak mau membayar pajak. Tindakan ini dapat dikenai hukuman.  
Kendati terdapat perbedaan antara ketiga tipe perilaku ketidakpatuhan 
membayar pajak di atas, tetapi ketiganya merefleksikan ketidakpatuhan orang 
untuk membayar pajak. Misalnya tax avoidance, motivasi orang untuk membayar 
pajak lebih baik daripada tax evasion. orang-orang yang melakukan tax evasion 
tidak hanya karena tidak patuh untuk membayar pajak, tetapi juga disebabkan 
oleh adanya motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial. 
Ketidak patuhan untuk membayar pajak jauh lebih rendaha pada perilaku 
tax evasion, karena perilaku tersebut illegal. Hal ini nampaknya merupakan 
perilaku yang agak umum pada manusia. Berdasarkan prinsip perilaku ekonomi 
bahwa manusia memang berusaha mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan 
dengan cara melaporkan sedikit mungkin penghasilan yang kena pajak. 
Kecenderungan ini hanya dapat dikurangi jika pemerintah meningkatkan 
pengawasan dan penegakan hukum, baik bagi petugas pajak maupun wajib pajak. 
Dan menurut salah seorang muslim  bapak A mengungkapkan bahwa: 
“yang namanya penggelapan itu dalam pikiran saya tidak ada bedanya 
dengan pencurian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
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pajak adalah untuk kesejahteraan bersama, oleh karena itu kepatuhan, 
kesadaran dan fair play itu sesuatu yang penting ketika wajib pajak itu tidak 
mengeluarkan pajaknya itu salah menurut peraturan negara dan menurut 
pandangan islam juga salah”  
Islam mengatakan penggelapan pajak itu tidak layak dilakukan karena 
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah adalah demi 
kesejahteraan masyarakat juga, jadi memang masih diperlukanya kesadaran dalam 
diri manusia itu sendiri untuk sadar betapa pentingnya pajak ini bagi kita semua. 
Bapak AS berpendapat dasarnya WP melakukan penggelapan adalah: 
“Kembali ke sifat manusia yang serakah dan tidak punya rasa sosial 
terhadap sesamanya” 
Bapak M seorang  ulama‟ melengkapi pendapat diatas alasan seseorang 
yang melakukan penggelapan adalah: 
“Orang pemikiranya yang sedikit atau orang yang tidak punya sumber daya 
manusia yang luas, kalau kita orang islam tidak punya SDM yang luas kita 
kalah sama orang …….” 
Sebagus apapun sistem yang dibuat oleh pemerintah apabila sisi 
kemanusiaanya sudah keluar pasti tetap akan mencari celah  untuk melakukan hal 
yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Namun kita tentu tidak ingin 
berburuk sangka tentunya semua pasti ada alasannya masing-masing kenapa 
mereka melakukannya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah kita sebagai 
seorang warga negara yang baik dan seorang muslim harus mampu mengikuti 
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perkembangan zaman yang terjadi agar nantinya kita sebagai orang muslim juga 
mempunyai wawasana yang luas, dan yang pasti tetap dalam kaidah dan norma-
norma agama yang harus kita patuhi. 
Menurut Wallschutzky dalam nurmatun (2004) sebab-sebab WP 
melakukan tax evasion adalah : 
1. Wajib Pajak Berpersepsi tentang : 
a. Tarif pajak terlalu tinggi 
b. Sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang 
c. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari 
pembayaran pajak oleh wajib pajak; 
2. Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum 
yang berlaku; 
3. Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga 
mempengaruhi individu tersebut melakukan tax evasion; 
4. Tax Audit, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak; 
5. Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh Tax Player; 
6. Praktisi pajak; 
7. Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari 
pemerintah;dan 
8. Servis dari wajib pajak yang kurang dinikmati. 
Di Indonesia, hampir merata kasus-kasus tax evasion. Belum tuntasnya 
beberapa kasus-kasus wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, sekarang ini 
masyarakat harus disuguhi lagi sebuah peristiwa yang membuat mereka marah 
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dan kesal, tentunya itu karena adanya penggelapan pajak yang dilakukan sendiri 
oleh petugas pajak. Petugas yang seharusnya memberikan citra positif kepada 
masyarakat agar masyarakat turut aktif membayar pajak, malah membuat 
masyarakat malas membayar pajak. Pendapat tentang penggelapan pajak yang 
dilakukan oleh petugas pajak diungkapkan Bapak As bahwa: 
“Kalau secara umum yang jelas dia sudah khianat, sudah memanfaatkan 
dana negara untuk kepentingan pribadi itu sudah bagian dari korupsi, dari 
sisi agama dia sudah berkhianat, itu kan uang rakyat yang harus diserahkan 
kepada negara. Dan menurut saya hukumanya yang pantas adalah pancung” 
Ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang sesuatu harta yang diperoleh 
dari hasil penggelapan atau korupsi. Hadis kedua dalam Shahih Muslim, kitab al-
Iman, Nomor 165: 
Zuhair ibn Harb talah menceritakan hadis kepadaku, Hasyim ibn Al-Qasim telah 
menceritakan hadis kepada kami, Iqrimah ibn Amr telah menceritakan hadis 
kepada kami. Ia berkata simak al Hanafi Abu Zumail telah bercerita kepadaku. Ia 
berkata Abdullah ibn Abbas telah menceritakan kepadaku. Umar ibn Al-Khattab 
menceritakan kepadaku bahwa ia berkata: ketika terjadi perang Khaibar beberapa 
sahabat Nabi berkata: “si Fulan mati syahid, si Fulan mati syahid. Hingga mereka 
berpapasan dengan seseorang. Mereka pun berkata: si Fulan mati syahid. 
Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Tidak begitu. Sungguh aku melihatnya di 
dalam neraka karena burdah (selimut atau aba‟ah) mantel yang ia korup dari harta 
rampasan perang. Lalu Rasulullah saw. berkata: Wahai ibn al-Khattab, 
berangkatlah dan sampaikan kepada manusia bahwa tidak akan masuk surga 
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selain orang-orang yang beriman.” Maka aku keluar dan menyerukan kepada 
manusia: ingatlah, sesungguhnya tidak masuk surga selain orang-orang yang 
beriman”. (H.R. Muslim). 
Dua hadis di atas menjelaskan tentang peristiwa ghulul/korupsi di medan 
perang khaibar. Seorang pejuang yang gagah berani dan kemudian mati di medan 
perang, belum dapat dijamin bahwa ia syahid dan masuk surga. Ternyata setelah 
diinvestigasi (dilacak) secara cermat dan jujur, orang tersebut terlibat ghulul, 
mengambil selimut atau mantel dan itu menjadikannya mati sia-sia, kemudian 
masuk neraka. Dalam konteks sekarang ini, seorang pejabat atau pegawai publik 
(terkait urusan orang banyak) yang telah berjuang mati-matian dalam tugasnya, 
tetapi jika ditemukan kasus-kasus terkait “ketidakbersihan”, kecurangan, 
penyalahgunaan jabatan, korupsi dan suap maka citra yang selama ini dibangun 
menjadi tercemar dan nasibnya pun terancam neraka dalam arti yang luas. 
Banyak sekali kasus korupsi atau suap yang menimpa pejabat publik 
Indonesia mulai dari kasus-kasus kecil hingga kasus besar. Beberapa tindakan 
berikut dapat dikategorikan sebagai ghulul, misalnya: pejabat/ pegawai yang 
menggunakan fasilitas negara/publik untuk kepentingan pribadi atau 
kelompoknya, pejabat pengadaan barang yang me-mark up (menggelembungkan) 
biaya pembelian dari yang seharusnya, pegawai parkir yang tidak menyerahkan 
seluruh pendapatan parkir kepada yang berwenang, petugas pajak yang 
kongkalikong dengan wajib pajak dan mengajari bagaimana memperkecil tagihan 
pajak sembari menerima “hadiah” dari wajib pajak tersebut, pejabat yang tidak 
mengembalikan sarana dinas (kendaraan, rumah dan lain-lain) setelah tidak 
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menjabat lagi. Bahkan, sering kali diberitakan seorang pejabat/pegawai ketika 
masih menjabat dikenal bersih, ternyata setelah berakhir masa tugas, diketahui 
telah menggelapkan kekayaan negara atau publik. 
Pendapat yang diungkapkan dan dengan ditambahi sedikit cerita dari 
zaman Nabi diatas seharusnya bisa menjadi sebuah tamparan bagi semua pihak 
yang menggelapkan dana pajak, dana yang mestinya untuk kemaslahatan 
dimasukkan ke rekening pribadi hal itu sungguh hal yang tidak manusiawi. 
Bahkan hukuman pancung yang di usulkan oleh bapak As dalam sebuah 
ungkapan diatas tentunya bisa dipandang sebagai sebuah teguran keras bahwa 
islam benar-benar sangat menolak adanya ketidakadilan pada masyarakat selain 
itu apa yang dikatakan oleh Rosul bahwa orang seperti itu tidak pantas masuk 
surga, juga bisa menjadi sebuah peringatan bahwa islam benar-benar mengutuk 
tindakan itu. 
Bahkan nabi Muhammad pernah bersabda, Inilah sabdanya : “Amma 
ba‟du. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang 
bangsawan mencuri dibiarkan (tidak dihukum), tetapi jika yang mencuri seorang 
yang miskin maka dia ditindak dengan hukuman. Demi yang jiwaku dalam 
genggamanNya. Apabila Fatimah anak Muhammad mencuri maka aku pun akan 
memotong tangannya.” (HR. Bukhari). Islam sendiri sangat mengutuk tindakan-
tindakan pencurian dan yang merugikan masyarakat tanpa memandang kasta, atau 
apapun yang melekat pada orang yang melakukan itu, siapapun yang melakukan 
hukum harus adil. 
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Semua yang dilakukan pasti ada dasarnya, Bapak Ms (pengurus MUI) 
mengatakan bahwa: 
“bagi pegawai atau manajer yang melakukan penggelapan pajak, motifnya 
saya kira yang pertama adalah memperkaya diri, yang kedua motif kurang, 
motif yang ketiga adalah memanfaatkan situasi, ini berkaitan dengan iman 
mas. Imannya lemah, tidak bisa membentengi nafsu untuk menggelapkan” 
Berbicara mengenai sifat manusia yang serakah, Ibnu Abas ra. 
Menerangkan: 
“Bahwasanya Rasulullah bersabda: sekiranya anak Adam telah mempunyai harta 
sepenuh satu alur, tentulah ia menginginkan untuk mempunyai harta sebuah lagi 
sepertinya, dan tidak ada yang dapat memenuhi mata anak Adam, melainkan 
tanah. Dan Allah menerima tobat orang yang bertobat kepada-Nya.” ( Al Bukhary 
81: 10; Muslim 12: 39; Al Lu‟lu-u wal Marjan 1;251) 
Manusia tidak akan merasa kenyang (cukup) dari harta benda dunia 
sehingga dia meninggal. Orang yang dipelihara Allah sajalah yang tidak bersifat 
tamak. Anak adam ditabiatkan mencintai harta dan berusaha mencari dan 
memperolehnya. Hanya orang-orang yang dipelihara Allah dan ditaufikkan untuk 
mengatasi tabiat itu, itulah yang dipelihara. 
Hal senada juga diungkapkan oleh kepala ormas (A) Bapak A yang 
mengatakan bahwa : 
“yang mendasari ya memang keimanan dan ketaqwaanya itu betul-betul 
kurang kalau memang keimanan dan ketaqwaan sudah terpenuhi dia tidak 
akan menggelapkan pajak, baik yang mengeluarkan atau yang mengelola 
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pajak itu sendiri, jadi kuncinya adalah keimanan itu sendiri jadi betul-betul 
iman taqwa itu tidak hanya kelihatan diluarnya tapi dalam hati” 
Namun sekarang ini mayoritas masyarakat Indonesia atau wajib pajak 
Indonesia memiliki kecenderungan untuk memberikan penilaian yang sangat 
negative terhadap pungutan pajak sehingga berimplikasi terhadap rendahnya 
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat enggan 
membayar pajak sebagaimana mestinya karena mereka mengidentifikasi adanya 
kebocoran dalam pemungutan pajak. Sehingga mereka tidak rela untuk membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan. Mereka berpikiran untuk apa membayar pajak 
apabila pada akhirnya pungutan pajak ini lebih banyak jatuh kepada orang-orang 
pribadi (aparat pajak atau aparat pemerintahan pada umumnya) dibandingkan 
untuk pembiayaan pembangunan sarana fisik atau fasilitas bagi kepentingan 
umum. Kondisi ini mencerminkan sebagian masyarakat Indonesia yang kurang 
memahami atau menghayati mekanisme bekerjanya sebuah negara, yaitu bahwa 
pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah membutuhkan biaya, dan 
biaya tersebut salah satunya dari pajak. Dari alasan-alasan yang diungkapkan 
memang ada benarnya juga akan tetapi bapak A ( kepala ormas A)   
mengungkapkan bahwa : 
“alasan tersebut kurang tepat, tidak semua orang diperlakukan sama, kalau 
si A menggelapkan pajak belum tentu si B generasi berikutnya itu 
menggelapkan pajak, dalam islam kita dianjurkan untuk khusnudzon” 
 Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk cinta damai, salah satu 
wujudnya adalah dianjurkannya kita untuk selalu berprasangka baik terhadap 
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sesama, dan hal itulah yang seharusnya kita lakukan bersama kita dukung adanya 
perbaikan dalam perpajakan dengan cara yang positif, bukan dengan cara tidak 
membayar kewajiban atau mungkin memanipulasi kewajiban tersebut. Bapak AS 
berpendapat bahwa : 
“sekarang yang harus dibenahi adalah sistem ketika wajib pajak atau 
petugas pajak terkena kasus pajak maka harus ditindak tegas” 
Hal inilah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah yaitu menindak tegas 
siapapun yang tidak patuh terhadap peraturan. 
Menanggapi berbagai polemik yang terjadi di negara kita mengenai pajak 
khususnya bagi umat islam, seharusnya pemerintah mulai harus meminta 
pendapat dari para ulama mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pemungutan pajak, setidaknya pemerintah menggandeng para ulama‟ untuk lebih 
menjelaskan lagi bagaimana hukum pajak di mata islam, pentingnya pajak dan 
masih banyak lagi, terlebih lagi sebaiknya pemerintah juga harus memperbaiki 
moralitas pegawai-pegawai pajak, setelah itu baru membuat suatu sistem atau 
aturan yang bisa diterima oleh masyarakat. Menurut seorang ulama (Bapak A) 
mengungkapkan : 
“pegawai-pegawai pajak itu sekali-sekali ada sebangsa masukan, masukan 
itu tentang inilah pajak, kalau dilarikan sangsinya gini-gini, istilahnya ada 
siraman rohani, kalau miturut agama lo ya, kalau tidak ada orang yang 
mengasih motivasi sama mereka-meraka itu akhirnya mereka, alah g ono 
seng ngelokno ae kuk, dadi yow sakenake dewe” 
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Senada dengan ungkapan yang diatas Bapak Ms pengurus MUI 
berpendapat bahwa : 
“ manajemennya bagus, prosedurnya bagus, tata aturanya bagus, undang-
undanganya juga bagus dengan dukungan IT dan ICT, hanya memang 
pembinaan karakter belum masuk disitu agar aman ya sentuhan-sentuhan 
rohani harus ada oleh karena itu bekerjasama dengan MUI adalah 
keniscayaan” 
Abu Amar ibn Shalah berkata: 
“Nasihat itu, adalah suatu kata yang mencakup, dan mengandung kewajiban dari 
orang yang menasihati terhadap orang yang dinasihati, melaksanakan segala rupa 
kebajikan, baik dalam kehendak, maupun dalam pelaksanaanya.” 
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tamin Ad Dary, nabi 
menerangkan bahwa nasihat itu, harus kita berikan kepada Allah, kepada Kitab-
Nya, kepada Rasul-Nya, kepada pemimpin umat Islam dan kepada umum umta 
islam. dalam hadits itu tegas Nabi mengatakan, sendi agama dan tiangnya, ialah 
nasihat. Maksudnya, tegaknya agama dan berdirinya agama, hanyalah dengan 
saling menasihati seperti yang dikehendaki oleh syara‟. 
Sebagaimana ulama menghendaki dengan imam-imam (kepala-kepala) di 
sini, ialah ulama-ulama agama. Nasihat kepada umum islam yang selain dari 
wulatul amri (para penguasa), ialah menunjuki kepada mereka kemaslahatan 
akhirat dan dunia, menolak gangguan dari mereka, mengajarkan kepada mereka 
apa yang tidak mereka ketahui, membantu mereka dalam beragama, menutupi 
keaiban mereka, memenuhi hajat mereka, menolak kemudaratan dari mereka, 
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mendatangkan kemanfaatan kepada mereka, menyuruh makruf, menegakkan 
munkar dengan lemah lembut dan ikhlas, menyayangi mereka, menghormati 
orang yang kuat, menyayangi orang yang kecil dan masih banyak lagi. 
Islam menganjurkan agar pemerintah mulai sadar dan melibatkan islam 
untuk mengatasi masalah sepert ini, selain itu islam juga menganjurkan agar 
siraman-siraman rohani harus diagendakan untuk terus mengingatkan para 
petugas-petugas pajak agar mereka selalu bekerja sesuai aturan. 
Negara Indonesia adalah sebuah negara republik yang dipimpin oleh 
presiden, pancasila sebagai dasarnya dan undang-undang sebagai tata aturannya, 
semua hukum aturanya ada dalam perundang-undangan sehingga hukum yang 
diciptakan itulah yang harus kita taati, berbeda dengan islam, karena pedoman 
umat islam adalah kitab suci Al-Qur‟an dan Al-Hadits yang didalamnya terdapat 
semua kunci akan masalah-masalah yang ada di bumi ini dan dijelaskan lagi oleh 
para ahli agama. Seandainya hukum islam berlaku dinegara ini tentu orang-orang 
yang berbut dzalim dan sebagainya akan sangat takut untuk melakukan hal itu. 
Sebuah langkah yang cukup bagus dilakukan oleh kantor pajak jepara dengan 
MUI dan tokoh-tokoh agama yang menandatangani sebuah MOU. Hal ini 
diungkapkan oleh Bapak Ms seorang pengurus MUI bahwa: 
“jangan lupa mas! Di jepara MUI sudah menandatangani wajib pajak di 
jepara aman, jadi MUI dengan tokoh-tokoh agama yang lain waktu itu pajak 
pratama di kabupaten jepara membangun MOU, salah satu yang 
menandatangani adalah MUI, jadi MUI menandatangani agar jepara lunas 
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pajak, aman pajak, sekaligus pajak yang terkemuka, terapi dan tertertib di 
2014. Ada dokumenya” 
Sebuah langkah yang sangat bagus dilakukan oleh kabupaten jepara 
dimana jepara melibatkan para tokoh ulama‟ dan para tokoh agama yang lain 
untuk membuat suatu MOU tentang pajak. Harusnya ini juga dilakukan oleh 
daerah-daerah yang lain. Tapi yang paling penting bukan hanya sebuah perjanjian 
hitam diatas putih, melainkan sebuah bukti yang nyata yang dibuat dan dijalankan 
oleh pemerintah terkait dengan pajak agar nantinya pajak benar-benar diterima 
kehadiranya dalam masyarakat. Sebuah saran yang membangun diungkapkan oleh 
Bapak Ms (pengurus MUI) bahwa: 
“ seorang umat islam harus memberikan contoh membayar pajak, manakala 
dia sudah wajib pajak dan tugas yang sama pajak harus dipatuhi karena 
kewajiban vertical kepada Allah kepada agamnya dan secara horizontal 
kepada pemerintahan” 
Hal senada juga diungkapkan oleh seorang ulama bapak AZ di salah satu 
desa di jepara yang mengungkapkan bahwa : 
“selama pajak itu digunakan untuk kemanfaatan kepentingan negara yang 
nanti ujung-ujungnya juga kesejahteraan rakyat, ya kita mengikuti” 
Hal ini merupakan suatu yang sangat bernilai harganya, dimana kita 
sebagai warga negara yang baik pada umumnya dan sebagai seorang muslim 
secara khususnya kita harus taat membayar pajak, karena islam juga mengajarkan 
kita untuk taat kepada peraturan negara, sebagai kepatuhan kita sebagai warga 
negara dan peraturan negara ini dalam islam disebut sebagai wajib duani atau 
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wajib dunia. Dan mulai sekarang sampai anak cucu kita, kita harus budayakan 
untuk malu apabila tidak membayar pajak. 
4.2 Pembahasan 
4.2.1 Pajak Menurut Islam 
Pendapat yang tidak setuju, mengenai adanya pajak. 
Menurut seorang muslim Bapak A.S ( seorang pimpinan ormas islam 
(B) di jepara mengungkapkan bahwa : 
” Dalam islam kalimat pajak itu tidak ada , ada yang disebut dengan 
zakat (zakat mal dan zakat fitrah) itu yang menjadi kewajiban setiap 
muslim, pajak itu bagian dari negara modern yang muncul dari barat, 
didalam islam sendiri mengajarkan kita tentang zakat “ 
Apa yang diungkapkan oleh Bapak A.S sebenarnya sendiri bukan tanpa 
alasan. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan 
bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. Selain 
itu adapun dalil secara khusus yang menjelaskan keharaman pajak dan 
ancaman bagi para penariknya di antaranya bahwa Rosulullah Shallallahu 
alaihi wa sallam bersabda. “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) 
di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7 
Pendapat yang setuju adanya pajak. 
Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Ms ( seorang ulama 
dan pengurus MUI jepara) bahwa : 
66 
 
 
 
“ Pajak dalam perspektif islam disebut dengan kharj atau upeti saat itu, 
memang dalam kontek sejarah pajak sudah ada pada masa nabi, 
memang ada benang merah antara pajak dan zakat. Kalau pajak iuran 
wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak sebatas pada inayah 
pemenuhan kapasitasnya sebagai warga masyarakat terhadap 
negaranya, itu wajib Du’ani wajib menurut negara, bukan berarti tanpa 
imbalan pahala, pajakpun kalau ditepati akan mendapat pahala sebagai 
kepatuhan warga negara terhadap negara”  
Pendapat yang senada diungkapakan juga oleh bapak M (seorang 
ulama‟ yang juga menjabat sebagai pimpinan di salah satu wilayah) 
“ Semua yang ada didaratan dan dilautan itu kepunyaan negara, apabila 
negara itu mempunyai peraturan-peraturan ya kita sebagai orang 
Indonesia sekaligus umat muslim kita harus menaatinya, seperti firman 
Allah SWT Ati’ullaha wa ati’urosul taat karo Allah Yo taat karo utusane 
Allah, lha taat karo utusane Allah yo biso ditambahi maneh Al ulama’ 
warossatul amri ulama’ iku warisane nabi “ 
Hal ini sesuai dengan  Hadits yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ra. 
Berkata: 
“Firman Allah : Athi‟ullaha wa athi‟ur rasula wa ulil amri minkum= taatilah 
Allah dan taatilah Rosul dan ulil amri kamu, diturunkan mengenai Abdullah 
Ibn Hudzafah ibn Qais ibn Ady yaitu ketika Nabi mengutusnya membawa 
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sepasukan tentara.” (Al Bukhary 64: 4: 11; Muslim 33: 8; Al Lu‟lu-u wal 
Marjan 2:287). 
Dan diperkuat dengan adanya hadits yang terangkan oleh Abu Hurairah ra; 
“Bahwasanya Rosulullah bersabda: Barangsiapa menaati aku, maka sungguh 
dia telah menaati Allah, Dan barangsiapa mendurhakai aku, maka sungguhlah 
dia telah mendurhakai Allah. Dan barangsiapa menaati amirku, maka 
sungguhlah dia telah menaati aku. Dan barang siapa mendurhakai amirku, 
maka sungguhlah dia telah mendurhakai aku.” (Al Bukhary 3: 1; Muslim 33: 
6; Al lu‟lu-u wal Marjan 2:287) 
Namun sebagai peringatan bahwa hadits-hadits ini mewajibkan kita 
menaati para penguasa selama yang diperintahkan itu tidak merupakan 
kemaksiatan kepada Allah. Dan melarang kita melawan mereka selama 
mereka belum mengerjakan perbuatan yang mungkar. Dalam konteks ini 
perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah agar kita 
membayar pajak adalah hal yang baik dan perlu kita dukung sekaligus taati 
karena manfaat dari pajak itu sendiri nantinya juga demi kemaslahatan 
masyarakat semua. 
jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban 
atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang 
menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada 
kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya 
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dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam 
Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. 
Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di 
atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana 
pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang 
jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. 
Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. 
4.2.2 Penggelapan Pajak Menurut Ulama Islam 
Pendapat tentang penggelapan pajak dikemukakan oleh bapak A (ketua 
ormas A) bahwa: 
“yang namanya penggelapan itu dalam pikiran saya tidak ada bedanya 
dengan pencurian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pajak adalah untuk kesejahteraan bersama, oleh karena itu 
kepatuhan, kesadaran dan fair play itu sesuatu yang penting ketika 
wajib pajak itu tidak mengeluarkan pajaknya itu salah menurut 
peraturan negara dan menurut pandangan islam juga salah”  
Rasulullah saw. Menghimpun antara kehormatan harta, darah, dan 
harga diri dalam suatu konteks kalimat, dan menjadikan pencurian sebagai 
kontra atas tuntutan iman. Beliau saw. bersabda, 
“Tidaklah seorang muslim pencuri itu mencuri sedang ia dalam keadaan 
beriman.”(Muttafaqun‟alaih) 
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 Allah swt. berfirman, 
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan siksaan 
dari Allah. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Al-
Maidah:38) 
 Ada lagi Pendapat tentang penggelapan pajak yang diungkapkan Bapak 
As bahwa: 
“Kalau secara umum yang jelas dia sudah khianat, sudah memanfaatkan 
dana negara untuk kepentingan pribadi itu sudah bagian dari korupsi, 
dari sisi agama dia sudah berkhianat, itu kan uang rakyat yang harus 
diserahkan kepada negara. Dan menurut saya hukumanya yang pantas 
adalah pancung” 
Ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang sesuatu harta yang 
diperoleh dari hasil penggelapan atau korupsi. Hadis kedua dalam Shahih 
Muslim, kitab al-Iman, Nomor 165: 
Zuhair ibn Harb talah menceritakan hadis kepadaku, Hasyim ibn Al-Qasim 
telah menceritakan hadis kepada kami, Iqrimah ibn Amr telah menceritakan 
hadis kepada kami. Ia berkata simak al Hanafi Abu Zumail telah bercerita 
kepadaku. Ia berkata Abdullah ibn Abbas telah menceritakan kepadaku. Umar 
ibn Al-Khattab menceritakan kepadaku bahwa ia berkata: ketika terjadi 
perang Khaibar beberapa sahabat Nabi berkata: “si Fulan mati syahid, si 
Fulan mati syahid. Hingga mereka berpapasan dengan seseorang. Mereka pun 
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berkata: si Fulan mati syahid. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Tidak 
begitu. Sungguh aku melihatnya di dalam neraka karena burdah (selimut atau 
aba‟ah) mantel yang ia korup dari harta rampasan perang. Lalu Rasulullah 
saw. berkata: Wahai ibn al-Khattab, berangkatlah dan sampaikan kepada 
manusia bahwa tidak akan masuk surga selain orang-orang yang beriman.” 
Maka aku keluar dan menyerukan kepada manusia: ingatlah, sesungguhnya 
tidak masuk surga selain orang-orang yang beriman”. (H.R. Muslim). 
Dua hadis di atas menjelaskan tentang peristiwa ghulul/korupsi di 
medan perang khaibar. Seorang pejuang yang gagah berani dan kemudian 
mati di medan perang, belum dapat dijamin bahwa ia syahid dan masuk 
surga. Ternyata setelah diinvestigasi (dilacak) secara cermat dan jujur, orang 
tersebut terlibat ghulul, mengambil selimut atau mantel dan itu 
menjadikannya mati sia-sia, kemudian masuk neraka. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas mengenai penelitian tentang 
penggelapan pajak menurut islam, maka bisa diambil beberapa kesimpulan dan 
saran-saran yang sekiranya bisa menumbuhkan semangat bagi warga negara 
Indonesia khususnya yang beragama islam untuk taat membayar pajak. 
5.1 Kesimpulan 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa, para ulama‟ di kabupaten 
jepara menganjurkan kita untuk mematuhi apa yang telah di atur oleh pemerintah, 
termasuk dengan pengenaan pajak. Perlu diingat MUI selaku ulil amri tidak 
mempermasalahkan maka memang harus kita taati dan dukung, dan yang harus 
diketahui bahwa ini juga merupakan wajib Du‟ani yaitu wajib yang ada di dunia, 
apabila tidak dilakukan akan berdosa. 
Dalam islam ada beberapa penafsiran tentang penggelapan pajak yang 
pertama diartikan sebagai pencurian dan yang kedua adalah korupsi. Dari 
keduanya memang tidak ada yang salah dan memang benar, dari dua penafsiran 
itu memang mempunyai makna yang tidak jauh berbeda yang tujuanya adalah 
sama yaitu merugikan orang lain/atau secara jelasnya mengambil sesuatu yang 
bukan haknya dan sangat merugikan orang lain. Islam sangat tidak menyukai 
kegiatan-kegiatan tersebut dan tidak menoleransi tindakan-tindakan yang sifatnya 
merugikan orang lain dan hukumanya pun jelas yaitu api neraka. 
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Apapun yang terjadi kita sebagai seorang warga Negara yang baik harus 
menaati peraturan pemerintah, terkait dengan penggelapan-penggelapan yang 
dilakukan baik oleh petugas ataupun wajib pajak kita menyikapinya dengan 
berprasangka baik. Dan kita tetap menjalankan apa yang telah menjadi ketentuan 
pemerintah yaitu membayar pajak. Dan sepenuhnya pajak ini telah didukung oleh 
MUI selaku wakil dari Islam. 
 
   
5.2 Saran 
1. Diharapkan bagi semua warga negara khususnya umat islam untuk taat 
membayar pajak, apapun alasanya kewajiban untuk membayar pajak 
harus dipenuhi. 
2. Pemerintah untuk menggandeng setidaknya ormas-ormas islam atau 
para ulama‟ untuk memberikan bantuan berupa pikiran atau motivasi 
bagi wajib pajak dan pettugas pajak. 
3. Pemerintah diharapkan dalam menerima calon pegawai pajak harus 
lebih teliti dan cermat dalam arti tidak hanya tes tulis melainkan tes 
mental dan suatu tes yang berhubungan dengan sifat agama. 
5.3 Keterbatasan 
1. Kurang menjelaskan secara detail makna dari hadits dan kitab suci Al-
Qur‟an 
2. Kurang lengkapnya responden yang bisa dimintai keterangan terkait 
tema skripsi. 
